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BAB III

PELAKSANAAN KERJA PRAKTEK

3.1
Bidang pelaksanaan kerja praktek


Selama melaksanakan praktek kerja lapangan penulis di tempatkan di bagian pemasaran dan bagian umum. Di bagian ini pula penulis bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan tentang pelaksanaan pajak yang dilakukan pada PT Graha Batu Karang Sentosa Jaya dan teknik pemasaran yang dilakukan di perusahaan tersebut, selain itu sangat berguna dalam penyelesaian laporan kerja praktek. 

3.2
Teknis pelaksanaan Kerja Praktek


Kegiatan yang dilakukan pada saat praktek kerja lapangan pada intinya adalah kegiatan tentang pengetahuan mengenai kondisi perusahaan, selebihnya kegiatan yang dilakukan merupakan segala kegiatan yang berhubungan dengan proses promosi dan penjualan. Adapun kegiatan-kegiatan yang penulis kerjakan selama praktek kerja lapangan adalah sebagai berikut :

a. Ikut dalam proses pembayaran pajak yang dilaksanakan di kantor pajak.

b. Mengikuti seminar yang dilakukan dikantor pajak.

c. Ikut bagian umum untuk mengurus AJB (Akta Jual Beli).

d.   Ikut bagian umum mengurus pembayaran / pengambilan uang di bank.
3.3 Hasil Pelaksanaan Kerja Praktek

Pelaksanaan kerja praktek yang dilakukan penulis banyak memberikan pengalaman dalam mengetahui jenis pajak, proses pengisian dan pengitungan pajak.

3.3.1 Jenis dan Kewajiban Pajak yang  Dilaksanakan  PT. Graha   Batu Karang Sentosa Jaya.
Berikut ini adalah pajak yang harus di bayarkan  PT. Graha Batu Karang Sentosa jaya adalah sebagai berikut :
1.Atas penghasilan sehubungan dengan pengalihan hak atas tanah dan/ bangunan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : PP-71 Tahun 2008, harus disetor Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan, kecuali atas pengalihan hak atas rumah sederhana dan sangat sederhana adalah sebesar 1% dari jumlah bruto nilai pengalihan. PPh Final yang terutang tersebut harus dilunasi sendiri ke bank persepsi atau kantor pos dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) paling lambat sebelum Akte Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan ditandatangani dan dilaporkan melalui SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

2.Atas penyerahan tanah dan/ bangunan yang terutang Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2000, wajib dipungut Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh persen) dari harga jual, kecuali penyerahan rumah sederhana dan rumah susun sederhana mendapat fasilitas dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pajak Pertambahan Nilai (PPN) tersebut wajib di setor ke bank persepsi atau kantor pos paling lambat tanggal 15 bulan berikunya dan dilaporkan melalui SPT Masa PPN (1107) paling lambat tanggal 20 bulan berikuntya.

3. Atas pembayaran gaji, upah, honorarium dan penghasilan lainnya kepada pengurus, pegawai, tenaga ahli dan penerima penghasilan lainnya agar dilakukan pemotongan PPh Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Materi Keuangan Nomor : PMK-252/PMK.03/2008 dan Peraturan Dirjen Pajak Nomor : PER-31/PJ/2009. PPh Pasal 21 yang dipotong tersebut harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 21 paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

4. Atas pembayaran kontrak kepada penyedia jasa konstruksi sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : PP-51 Tahun 2008, harus dipotong Pajak Penghasilan yang bersifat final dengan tarif :

a. 2% (dua persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh  penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil.

b. 4% (empat persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha.

c. 3% (tiga persen) untuk Pelaksanaan Konstruksi yangdilakukanoleh penyedia jasa selain Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b.

d. 4% (empat persen) untuk Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang memiliki Kualifikasi Usaha.

e. 6% (enam persen) untuk Perencanaan atau Pengawasan Konstruksi yang dilakukan oleh penyedia jasa yang tidak memiliki Kualifikasi Usaha. 

PPh Final atas jasa konstruksi tersebut harus disetor paling lambat tanggal 10 bulan berikunya dan dilaporkan melalui SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.

3.3.2 Proses Pengisian Formulir Pajak yang  Dilaksanakan PT. Graha   Batu Karang Sentosa Jaya.
Sesuai dengan sistem self assessment, Wajib Pajak mempunyai kewajiban untuk mendaftarkan diri, melakukan sendiri penghitungan pembayaran dan pelaporan pajak terutangnya.  Berikut ini adalah cara pengisian dan penghitungan pajak :

1.  SPT masa PPh Pasal 4 ayat (2)
Petunjuk  pengisian formulir SPT masa PPh Pasal 4 ayat .
1. Diisi dengan nama Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Pemotong Pajak/Wajib Pajak terdaftar.

2. Diisi dengan identitas lengkap (NPWP, nama, dan alamat) Pemotong Pajak/Wajib Pajak.

3.   Diisi dengan masa dan tahun pajak dilakukannya pemotongan.

4.   Diisi dengan tanggal penyetoran pajak yang telah dipotong.

5. Beri tanda X dalam (    ) sesuai yang dilampirkan. Dalam hal SPT ditandatangani oleh bukan Pemotong Pajak/Wajib Pajak yang bersangkutan harap dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup.

6.  Diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya SPT Masa.

7.  Coret yang tidak perlu.

8.  Diisi dengan tanda tangan, nama dan cap Pemotong Pajak/Wajib Pajak atau Kuasanya.
Khusus :

Kolom   (1)       : Uraian, cukup jelas;

Kolom (2)  : MAP/KJS, diisi dengan Kode Mata Anggaran Penerimaan (MAP)/Kode Jenis Pajak dan Kode Jenis Setoran yang harus diisi pada Surat Setoran Pajak (SSP);
Kolom (3) : Nilai Objek Pajak, diisi dengan jumlah bruto bunga deposito/tabungan, diskonto Sertifikat Bank Indonesia, jasa giro, transaksi penjualan saham, bunga/diskonto obligasi, hadiah undian, nilai sewa tanah dan atau bangunan, imbalan atas jasa konstruksi; 

Kolom   (4)       : Tarif, cukup jelas;

Kolom   (5)     : PPh yang dipotong/dipungut/disetor sendiri, diisi dengan jumlah Pajak Penghasilan yang dipotong yaitu sebesar Tarif (kolom 4) X Nilai Objek Pajaknya (kolom 3).
Selain Pemotong Pajak, Surat Pemberitahuan (SPT) masa ini wajib diisi dan dilaporkan oleh Wajib Pajak yang menurut ketentuan yang berlaku harus menyetor sendiri Pajak Penghasilan Final Pasal 4 ayat (2) yang terutang.

 SPT Masa ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) : 

lembar ke 1 : Untuk Kantor Pelayanan Pajak.

lembar ke 2 : Arsip Pemotong Pajak/Wajib Pajak 

Penyetoran dilakukan dengan menggunakan SSP ke Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. 
2. SPT Masa PPN (1107)
Formulir 1107 PUT harus diisi dan disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy) pada Masa Pajak yang bersangkutan. Apabila dalam Masa Pajak yang dilaporkan tidak ada pemungutan PPN atau PPN dan PPnBM yang dilaporkan, Formulir ini tetap dibuat dan diisi dengan angka 0 (Nol).
Petunjuk pengisian
1. Bagian pertama.
- Nama PKP Cukup jelas.

- NPWP Cukup jelas.

- Alamat Diisi dengan alamat lengkap PKP sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan terakhir.

- Masa Cukup jelas.

-No. Telp. Diisi dengan nomor telepon PKP sesuai dengan alamat tempat domisili dan/atau tempat kedudukan, dan/atau nomor lain yang dapat dengan cepat dihubungi.

- Pembetulan Ke : …….
(........................) Cukup jelas.

- Usaha Diisi dengan semua jenis usaha yang dilakukan oleh PKP. Contoh : Industri Minyak Goreng, Importir, Konsultan

-  Wajib PPn BM diisi dengan tanda X pada kotak jika PKP menghasilkan BKP yang tergolong mewah.
2. Bagian kedua.
Penyerahan barang dan jasa.
A.Terutang PPN

1. Ekspor 
Diisi dari Lampiran 1 - Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM, butir I Jumlah Ekspor kolom DPP (Rupiah).

2. Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Diisi dari Lampiran 1 - Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (Formulir 1107 A) butir IV kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

3. Penyerahan yang PPN-nya dipungut oleh Pemungut PPN  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Diisi dari Lampiran 1 - Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (Formulir 1107 A) butir V kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

4. Penyerahan yang PPN-nya tidak dipungut  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Diisi dari Lampiran 1 - Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (Formulir 1107 A) butir VI kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

5. Penyerahan yang dibebaskan dari Pengenaan PPN  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Diisi dari Lampiran 1 - Daftar Pajak Keluaran dan PPn BM (Formulir 1107 A) butir VII kolom DPP (Rupiah) dan kolom PPN (Rupiah).

Jumlah (I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5)

Diisi dengan penjumlahan dari butir I.A.1 + I.A.2 + I.A.3 + I.A.4 + I.A.5.
B.  Tidak Terutang PPN

Diisi jumlah penyerahan tidak terutang PPN yang merupakan penyerahan bukan BKP dan/atau bukan JKP, tidak termasuk penyerahan yang PPN-nya Tidak Dipungut dan/atau penyerahan yang dibebaskan dari pengenaan PPN.

C. Jumlah Seluruh Penyerahan (I.A + I.B)

Diisi dengan jumah dari butir I.A + I.B.

3. Penghitunan PPN kurang bayar / lebih bayar.
A. Pajak Keluaran yang harus dipungut sendiri (Jumlah PPN pada I.A.2)  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Diisi dari Induk SPT Masa PPN (Formulir 1107) butir I.A.2.

B. PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak. Yang Sama

Diisi dengan Pajak Keluaran yang telah disetor di muka dalam Masa Pajak yang sama, misalnya PPN atas sticker kaset rekaman suara (kaset isi), PPN atas pabrikan tembakau buatan dalam negeri. Bagian ini juga digunakan untuk melaporkan :

- pembayaran PPN yang lebih besar dari yang seharusnya pada Masa Pajak bersangkutan, yang pembayarannya telah dilakukan sebelum melaporkan SPT Masa PPN.

- pembayaran PPN Pasal 16D dalam hal PKP terlanjur menyetor PPN Pasal 16D tersebut dengan Kode Jenis Setoran 104.

C .Pajak Masukan yang dapat diperhitungkan  SHAPE  \* MERGEFORMAT 



Diisi dari Lampiran 2 - Daftar Pajak Masukan dan PPn BM (Formulir 1107 B) butir I.4

D.PPN yang kurang atau (lebih) bayar (II.A-II.B-II.C)

Jumlah PPN pada butir II. A dikurangi dengan PPN Disetor Dimuka Dalam Masa Pajak Yang Sama pada butir II.B dikurangi dengan Pajak Masukan Yang Dapat Diperhitungkan pada butir II.C. Apabila jumlah pada butir II.A lebih besar daripada jumlah pada butir II.B ditambahkan dengan butir II.C, maka terdapat PPN yang kurang dibayar. Apabila jumlah pada butir II.A lebih kecil daripada jumlah pada butir II.B ditambahkan dengan butir II.C, maka terdapat PPN yang lebih dibayar.
3.PPh 21

1721 Masa PPh pasal 21 dan/atau pasal 26
BAGIAN INDUK

· Beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Normal” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT biasa, dan beri tanda silang (X) pada kotak di depan baris ”SPT Pembetulan Ke- __” jika SPT yang disampaikan merupakan SPT Pembetulan.

· Untuk SPT Pembetulan, maka pada baris: “SPT Pembetulan Ke- ___ ” diisi dengan angka kesekian kalinya Wajib Pajak melakukan pembetulan
· Tahun Kalender

Diisi dengan Tahun Kalender yang bersangkutan.

· Masa Pajak 

Diisi dengan Masa Pajak yang bersangkutan.

Untuk SPT Pembetulan, diisi dengan Masa Pajak dari SPT yang dibetulkan.

BAGIAN A

1. Angka 1 : NPWP


Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemotong Pajak sesuai dengan yang tercantum pada Kartu NPWP.

2. Angka 2 : Nama WP


Bagian ini diisi dengan nama Pemotong Pajak sesuai dengan nama yang tercantum pada Kartu NPWP.

3. Angka 3 : Alamat


Bagian ini diisi dengan alamat Pemotong Pajak yang sekarang ditempati atau alamat terbaru.

4. Angka 4 : Nomor Telepon


Cukup jelas.

5. Angka 5 : Alamat Email


Diisi dengan alamat email (jika Pemotong Pajak memiliki alamat email).

BAGIAN B 

1. Angka 6 – angka 19 

Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.

Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan yang dibayarkan.

Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang dipotong.

Catatan : Untuk Masa Pajak Desember, Jumlah Penghasilan Bruto (kolom 4) dan Jumlah Pajak Terutang (kolom 5) diisi jumlah kumulatif dalam Tahun Kalender yang bersangkutan.

2. Angka 20

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 6 sampai dengan angka 19.

3. Angka 21

Diisi PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang telah Disetor pada Masa Pajak Januari s.d. November.

Angka 21 ini diisi hanya pada Masa Pajak Desember.

4. Angka 22

Diisi dengan jumlah Pokok Pajak STP PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

5. Angka 23

Berilah tanda X dalam kotak “Masa Pajak” dan isi kotak “Tahun Kalender” sesuai dengan saat terjadinya kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.
Kolom 5 : Diisi dengan jumlah kelebihan setor PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26.

Kelebihan setor sebagaimana dimaksud pada Angka 23 di antaranya meliputi: kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP (lihat: PMK No. 252/PMK.03/2008 Pasal 20 Ayat 4). Penghitungan kembali atas kelebihan pemotongan PPh Pasal 21 karena penerapan tarif yang lebih tinggi terhadap Wajib Pajak yang tidak memiliki NPWP tersebut dilakukan setelah Pemotong Pajak melakukan pembetulan SPT Masa PPh Pasal 21 dan/atau 26 untuk menunjukkan adanya kelebihan pemotongan PPh Pasal 21.

6. Angka 24

Diisi dengan hasil penjumlahan angka 21 + angka 22 + angka 23.

7. Angka 25

Diisi dengan hasil pengurangan angka 20 dengan angka 24.
8. Angka 25a
Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP PPh Pasal 21 Ditanggung Pemerintah.
9. Angka 25b

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang disetor dengan SSP.

10. Angka 26

Diisi dengan PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 yang Kurang (Lebih) Disetor pada SPT yang Dibetulkan, yang merupakan pindahan dari Bagian B Angka 25 dari SPT yang Dibetulkan.
11. Angka 27

Diisi dengan hasil pengurangan jumlah angka 25 dengan jumlah angka 26.

12. Angka 28

Apabila ternyata Angka 25 atau angka 27 menunjukkan lebih setor, kelebihan tersebut diperhitungkan oleh Pemotong Pajak dengan penyetoran PPh Pasal 21 yang terutang untuk bulan dilakukannya penghitungan kembali. 
BAGIAN C

Angka 29 – angka 31

· Kolom 3 : Diisi dengan jumlah karyawan/orang yang menerima penghasilan.

· Kolom 4 : Diisi dengan jumlah penghasilan bruto yang dibayarkan.

· Kolom 5 : Diisi dengan jumlah PPh Pasal 21 dan atau Pasal 26 yang dipotong.

BAGIAN D

Berilah tanda X dalam kotak yang telah disediakan sesuai dengan lampiran yang disampaikan.

BAGIAN E

· Kolom Pernyataan
Beri tanda (X) pada kotak yang sesuai. Pimpinan (yang tercantum namanya didalam “NAMA PIMPINAN”) atau kuasanya wajib menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.

· Kolom Diisi oleh Petugas

Berilah tanda (X) dalam kotak yang sesuai. Pegawai menandatangani dan membubuhkan nama lengkap, NPWP yang bersangkutan dan membubuhkan cap perusahaan serta mencantumkan tanggal, bulan, dan tahun diisinya SPT Tahunan ini pada tempat yang sudah tersedia.
1721-I Daftar bukti pemotongan PPh pasal 21 dan atau pasal 26 untuk pegawai tetap dan penerima pensiun berkala

Formulir 1721 – I wajib disampaikan hanya pada Masa Pajak Desember. Pemotong Pajak tidak perlu menyampaikan formulir 1721-A1/A2 sebagai lampiran dari SPT Masa PPh Pasal 21dan/atau Pasal26, namun wajib memberikan bukti pemotongan 1721-A1/A2 kepada Pegawai Tetap atau Penerima Pensiun atau Tunjangan Hari Tua/Tabungan Hari Tua/Jaminan Hari Tua maupun kepada Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Polri, Pejabat Negara dan Pensiunannya.

Bagian A

Kolom 1
:  diisi nomor urut

Kolom 2
:  diisi NPWP

Kolom 3
:  diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4
:  diisi jumlah penghasilan bruto

Kolom 5
:  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

Bagian A1

Kolom 4
:  diisi jumlah penghasilan bruto (dari nomor 1 s.d. 20)

Kolom 5
:  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (dari nomor 1 s.d. 20)

Bagian B

(........ orang) 
: diisi dengan jumlah Pegawai Tetap dan Penerima Pensiun atau THT/JHT yang


  Penghasilan Netonya tidak Melebihi PTKP 

Kolom 4
: diisi jumlah penghasilan bruto

Bagian C


Kolom 4
:  diisi jumlah penghasilan bruto (A1 dan B)


Kolom 5
:  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang (A1 dan B)
1721- II Daftar perubahan pegawai tetap.

Formulir 1721 – II wajib disampaikan hanya pada saat ada Pegawai Tetap yang keluar dan/atau ada Pegawai Tetap yang masuk dan/atau ada Pegawai yang baru memiliki NPWP.

Pegawai Tetap yang keluar 

Kolom 1
:  diisi nomor urut

Kolom 2
:  diisi NPWP

Kolom 3
:  diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4
:  diisi jumlah penghasilan bruto

Kolom 5
:  diisi jumlah PPh Pasal 21 dan/atau Pasal 26 Terutang

Pegawai Tetap yang masuk 

Kolom 1
:  diisi nomor urut

Kolom 2
:  diisi NPWP

Kolom 3
:  diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4
:  diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

· TK
:  Tidak Kawin

· K
:  Kawin

· K/I
:  Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan

· PH
:  Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan

· HB 
:  Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5
:  diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluaga sedarah dan keluarga semenda dalam   garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang.
Pegawai yang baru memiliki NPWP

Kolom 1
:  diisi nomor urut

Kolom 2
:  diisi NPWP

Kolom 3
:  diisi tanggal terdaftar

Kolom 4
:  diisi nama Wajib Pajak

1721 – T Daftar pegawai tetap / penerima pensiun berkala.
Formulir 1721 – T wajib dilampirkan pada saat pertama kali Wajib Pajak berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26. 

Dalam hal Wajib Pajak telah berkewajiban untuk menyampaikan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 21 dan/atau Pasal 26 sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal Pajak ini, Formulir 1721 - T wajib dilampirkan pada Masa Pajak Juli 2009.

Kolom 1
:  diisi nomor urut

Kolom 2
:  diisi NPWP

Kolom 3
:  diisi nama Wajib Pajak

Kolom 4
:  diisi status karyawan (TK, K, K/I, PH, HB)

· TK
:  Tidak Kawin

· K
:  Kawin

· K/I
:  Kawin dengan Istri yang mempunyai penghasilan

· PH
:  Wajib Pajak kawin yang pisah harta dan penghasilan

· HB 
:  Wajib Pajak kawin yang hidup berpisah

Kolom 5:  diisi jumlah tanggungan yaitu setiap anggota keluaga sedarah dan keluarga semenda dalam   garis keturunan lurus serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya paling banyak 3 (tiga) orang
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